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ABSTRAK

Purwanti, Eni.2022. “Efektifitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 Tentang Pemilihan Umum Atas Keterwakilan Perempuan Di DPRD
Kabupaten Pekalongan Periode 2019-2024”. Skrips Jurusan Hukum Tatanegara.
Institut Agama Islam Negeri Pekalongan. Pembimbing Teti Hadiati, M. H. I.

Regulasi yang sifatnya lebih praktis mengenai hak politik perempuan
disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum. Dalam undang-undang ini, segala bentuk keterwakilan
perempuan harus memenuhi angka 30%, bak keterwakilan perempuan dalam
keanggotaan KPU, kepengurusan partai politik tingkat pusat, maupun bakal calon
anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Dengan rujukan
tersebut jelas bahwasanya konstitusi Indonesia mengakui hak perempuan dalam
politik. Akan tetapi, pada kenyataannya jumlah perempuan di DPRD Kabupaten
Pekalongan belum mencapa 30%. Tujuan dari penditian ini adalah untuk
mengetahui  Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum di DPRD Kabupaten Pekal ongan.

Pada penélitian ini jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis
empiris. Mengenai pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan kualitatif, sehingga menghasilkan data deskriptif. Adapun lokasi
penelitian ini di Kantor DPRD Kabupaten Pekalongan. Teknik pengumpilan data
dengan cara wawancara dan dokumentasi yang kemudian analisis data didapatkan
dari interview, catatan lapangan, dan dokumentasi di lapangan.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa di DPRD Kabupaten
Pekalongan ada 45 anggota diantaranya ada 12 anggota DPRD perempuan.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum belum efektif
untuk mendongkrak keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Pekalongan
salah satu faktornya yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dan budaya patriarki
yang masih melekat. Pentingnya perempuan berkiprah dalam politik yaitu untuk
bisa menyuarakan apa yang menjadi hak-hak rakyat terutama hak perempuan.
Untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik tentunya perlu adanya
upaya atau strategi yang kuat untuk mendorong tercapainya kuota 30% keterlibatan
perempuan di parlemen serta mengikis ketimpangan gender dalam politik.

Kata Kunci: Efektivitas, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Keterwakilan
Perempuan
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BAB |
PENDAHULUAN
A.Latar Belakang

Keterwakilan perempuan di parlemen merupakan salah satu perwujudan
membangun keadilan di ranah legidlatif. Hal itu karena akan berpengaruh pada
kebijakan-kebijakan yang dihasilkan di daerahnya supaya |lebih peka terhadap
gender. Kesetaraan gender dalam bidang politik perlu diciptakan demi
mewujudkan cita-cita demokrasi yang mengedepankan prinsip-prinsip yaitu
prinsip keterbukaan, persamaan, kesetaraan, dan keadilan bagi semua warga
negara baik laki-laki maupun perempuan untuk berpartisipasi dalam berbagai
bidang kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kesetaraan gender di bidang politik dapat diwujudkan melalui pemilihan
umum. Pelaksanaan pemilihan umum ini tentunya harus menjamin setiap
warganya baik laki-laki maupun perempuan untuk turut serta berpartisipasi
sebagal pemilih ataupun sebagai calon yang akan dipilih masyarakat nanti.?
Kesempatan bagi perempuan untuk secara bebas berpartisipasi dalam bidang
politik mendapatkan perhatian dari pemerintah Indonesia dengan adanya
peraturan perundang-undangan. Bahkan di awal pemerintahan Indonesia

terdapat beberapa naskah undang-undang yang menjadi rujukan hukum adanya

IMisbah Zulfa Elizabeth, “Resistensi Perempuan Parlemen: Perjuangan Menuju Kesetaraan
Gender”, (Depok: Pustaka L P3ES (Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan
Sosial), 2018), him.40

2Ana Sabhana Azmi dan Isnaini Anis Farhah, “Partai Politik dan Keterwakilan Perempuan
(Analisis Problematika Partai Politik dalam Memenuhi Keterwakilan Perempuan di DPRD), Jurnal
Harkat:Media Komunikasi Gender, 2018, Vol. 14, No. 1, him. 76



hak-hak perempuan dalam politik, contohnya Undang-Undang Nomor 68 Tahun
1958 Tentang Persetujuan Konvensi Hak-Hak politik Kaum Perempuan.?

Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958 itu menyatakan bahwa perempuan
mempunyai hak untuk memberikan suaranya dalam semua pemilihan-pemilihan
dengan syarat-syarat yang sama dengan laki-laki, tanpa suatu diskriminasi.
Setiap warganegaraberhak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan baik secara
langsung maupun perantara wakil-wakil yang dipilih dengan bebas menurut
cara yang ditentukan oleh undang-undang.* Hal yang serupa, dalam Undang-
Undang Dasar 1945, Pasal 27 ayat 1 yang berbunyi: “Segala warga negara
bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib
menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Dengan
itu laki-laki dan perempuan mempunyai dergjat yang sama dalam menjunjung
hukum dan pemerintahan termasuk untuk perempuan berpartisipasi dalam
kancah politik tanpa adanya diskriminasi.>

Regulasi yang sifatnya lebih praktis mengenai hak politik perempuan
disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum. Dalam undang-undang ini, segala bentuk
keterwakilan perempuan harus memenuhi angka 30%, bak keterwakilan
perempuan dalam keanggotaan KPU, kepengurusan partai politik tingkat pusat,

maupun bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/K ota.

SMariam Budiardjo, “Dasar-Dasar |Imu Politik”, Edisi Revisi, (Jakarta: Gramedia Pustaka
Utama, 2008), him. 261

4 Lihat Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958 Tentang Persetujuan Konvensi Hak-Hak
Politik Kaum Wanita

5 Lihat Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 ayat 1



Dengan rujukan tersebut jelas bahwasanya konstitusi Indonesia mengakui hak
perempuan dalam politik.®

Namun faktanya, adanya peraturan perundang-undangan yang
mensyaratkan mencantumkan kuota 30% bagi baka calon perempuan tidak
dapat mendongkrak jumlah wakil perempuan untuk duduk di parlemen. Hal
seperti ini terjadi di DPRD Kabupaten Pekalongan.

Jumlah anggota DPRD Kabupaten Pekalongan periode 2019-2024 ada 45
orang. Dari 45 anggota DPRD Kabupaten Pekalongan yang terpilih untuk masa
jabatan 2019-2024 terdapat 12 anggota perempuan.’

Terdapat 12 Anggota perempuan DPRD Kabupaten Pekalongan periode
2019-2024 sebagai berikut:

Tabe 1.1

Anggota DPRD Perempuan di DPRD
Kabupaten Pekalongan Periode 2019-2024

No Nama Anggota Nama Partai Dapil
1 | Dra Hj. Hindun, M.H PKB Dapil 3
2 | Dewi AidaFitria PKB Dapil 4
3 | Fatkhiana Dewi, S.H PKB Dapil 4
4 | Ross Ardiyanti, ST., M.Kes PDI-P Dapil 1
5 | Warti Suci Jiun PDI-P Dapil 4
6 | Hj. Endang Suwarningsih PDI-P Dapil 5
7 | Patmisari Gerindra Dapil 1
8 | Shellvaria Paparingga, S.Pd Gerindra Dapil 4
9 | Supriyati PPP Dapil 5
10 | Mas’udah PPP Dapil 4
11 | Shinanta Previta Anggraeni PAN Dapil 2
12 | Nailul Hidayah, S.H Golkar Dapil 4

Sumber: Setwan DPRD Kabupaten Pekal ongan, diolah penulis

6 Lihat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
"Sekretariat DPRD K abupaten Pekalongan, diolah oleh penulis



Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa ada 12 anggota perempuan
di DPRD Kabupaten Pekalongan. Dari Partai Kebangkitan Bangsa ada 3 orang,
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ada 3 orang, Partai Gerakan Indonesia
Rayaada 2 orang, Partai Persatuan Pembangunan ada 2 orang dan Partai Amanat
Nasional dan Partai Golongan Karya masing-masing 1 orang di daerah
pemilihan masing-masing.

Data tersebut di atas mengindikasikan bahwa 12 anggota perempuan dari
45 anggota DPRD Kabupaten Pekal ongan periode 2019-2024 belum mencapai
30%, bisa dikatakan hanya mencapai sekitar 24% saja. Secara konstitusional,
adanya kebijakan pemerintah melalui peraturan perundang-undangan telah
membuka peluang dan kesempatan bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam
dunia politike sal ah satunya pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang
Pemilihan Umum Pasal 245 bahwa “Daftar bakal calon anggota DPR, DPRD
Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota memuat keterwakilan perempuan paling
sedikit 30%.° Akan tetapi jJumlah perempuan di DPRD Kabupaten Pekal ongan
masih rendah dan kuota 30% belum juga terpenuhi. Hal tersebut berarti
keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Pekalongan tidak sesuai dengan
amanah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang
berbicaramengenai keterwakilan perempuan di DPRD harus mencapai minimal

30% keterwakilan perempuan. Persoalannya yaitu mengenai bagaimana

8Imron Wasi, “Politik, Partai Politik, dan Perempuan Frontstage and Backstage Sebuah
Catatan”, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), him. 15
SLihat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pada Pasal 245



ef ektivitas undang-undang yang mengatur dan memberikan hak bagi perempuan
untuk berpolitik.

Dengan uraian tersebut, peneliti tertarik dan akan meneliti suatu penelitian
serta menganalisisnya dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Atas
Keterwakilan Perempuan Di DPRD Kabupaten Pekalongan Periode 2019-
2024~
. Perumusan M asalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan oleh pendliti

tersebut, maka dirumuskan suatu permasalahan dibawah ini:

1. Bagaimana Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum di DPRD Kabupaten Pekalongan?

2. Bagaimana Implikasi Perempuan Daam Parlemen Terhadap Kebijakan
Terkait Perempuan?

. Tujuan dan Manfaat Penedlitian

Tujuan dari Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis Efektivitas Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 di DPRD Kabupaten Pekal ongan.

2. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis Implikasi Perempuan Dalam
Parlemen Terhadap Kebijakan Terkait Perempuan.

Manfaat penelitian yang ingin dicapai dalam penyusunan penelitian ini yaitu:

1. Sivitas akademisi, berharap kiranya dapat menambah dan memperkaya

keilmuan dalam studi bidang hukum, terutama pembahasan mengenai hak



politik perempuan dimana hal tersebut tidak jarang dipertanyakan akademisi
dan dapat dijadikan sebagai rujukan dan acuan para akademisi.

2. Sivitas politik, berharap kiranya dapat memberi peran positif untuk pihak
terkait agar saling menghormati hak-hak saru sama lain, terutama bagi hak
perempuan dimana kadang-kadang kaum perempuan dianggap tidak
memiliki hak untuk dapat berpartisipasi langsung di panggung politik.

3. Sivitas praktisi, berharap kiranya mampu menjadi jalan referens dan
pedoman untuk peneliti lain. Dapat memberikan jawaban mengenai isu-isu
dalam penelitianini. Hasil dari penelitianini harap kiranyamampu membantu
dan memberi pendapat untuk pihak-pihak mengenai masalah dalam
penelitianini.

D. Tinjauan Pustaka
Bahan pertimbangan yang digunakan peneliti yaitu dalam mencari
berbagai tinjauan pustaka, karyailmiah terdahulu yang sudah pernah dilakukan
sebelumnya oleh beberapa peneliti  yang terkait dengan penelitian ini, antara
lain:

1. Penelitian Heriyanti, Nurul Hidayah Tumadi, Nabila Istafhana,
“Implementasi Ketentuan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Di Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Pada Pemilu
2019 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017”. Metode yang
digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis dengan analisis deskriptif.
Fokus permasal ahannya yaitu bahwaketentuan 30% keterwakilan perempuan

yang duduk di DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan undang-



undang nomor 7 tahun 2017 belum terpenuhi. Adapun persamaan dengan
penelitian yang akan diteliti yaitu sama-sama mengkaji terkait Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berkaitan dengan ketentuan 30%
keterwakilan perempuan. Perbedaanya yaitu tentang fokus penelitiannya
bahwa penelitian yang akan diteliti akan mengkaji bagaimana efektivitas
pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan
Umum di DPRD Kabupaten Pekalongan.

2. Penelitian Andy Omara, “Efektivitas Pemberlakuan Electoral Qouta Dalam
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Dalam
Meningkatkan Jumlah Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia Periode 2004-2009”. Kesimpulan pada penelitian ini adalah bahwa
terdapat faktor-faktor yang menyebabkan tidak efektifnya pemberlakuan
electoral quota dalam rangka meningkatkan jumlah perempuan di dewan
perwakilan rakyat periode 2004-2009. Persamaan dengan penelitian yang
akan diteliti bahwa sama-samamembahas mengenai keterwakilan perempuan
dalam politik. Perbedaannya yaitu bahwa penelitian ini membahas mengenai
efektivitas pemberlakuan electoral gouta dalam Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum, sedangkan penelitian yang akan
diteliti membahas mengenai efektivitas pel aksanaan Undang-Undang Nomor

7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.™

OHeriyanti, dkk “Implementasi Ketentuan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Di Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Pada Pemilu 2019 Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017”, Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara, Vol. 2, Edisi 2, 2019

1Andy Omara, “Efektivitas Pemberlakuan Electoral Qouta Dalam Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Jumlah Perempuan Di Dewan



3. Penditian Juwita Hayyuning Pratiwi, “Menakar Kontribusi UU Pemilu
Tahun 2017 Terhadap Peningkatan Keterwakilan Perempuan”. Kesimpulan
dalam pendlitian ini adalah bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum, baik sistem proporsional terbuka dan ke-empat
unsurnya cenderung tidak signifikan terhadap upaya peningkatan
keterwakilan perempuan, aksesibilitas perempuan untuk masuk parlemen
tetap lemah sehingga kondisi under-represented dari kelompok perempuan
tidak akan banyak berubah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang
akan diteliti yaitu sama-sama mengkaji Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 Tentang Pemilihan Umum. Adapun perbedaanya yaitu bahwapenelitian
ini fokus pada literature review yang menakar tentang undang-undang
tersebut, sedangkan penelitian yang akan diteliti mengkaji tentang bagaimana
efektivitas pelaksanaan dari Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum
tersebut di DPRD Kabupaten Pekalongan. 2

4. Penelitian Rekho Adriadi, Hasti Marlena, dan Titi Darmi, *“Analisis
Keterwakilan Perempuan Di DPRD Seluma (Studi Implementasi Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu). Metode yang digunakan
adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini mengkai tentang bagaimana
implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait
keterwakilan perempuan di parlemen. Kesimpulan dari penelitian ini

ditemukan bahwa kebijakan hanya sebagai syarat formalitas sgja sehingga

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 2004-2009”, Jurnal MIMBAR HUKUM, Voal. 21,
No. 2, 2009

12Juwita Hayyuning Prastiwi, “Menakar Kontribusi UU Pemilu Tahun 2017 Terhadap
Peningkatan Keterwakilan Perempuan”, Jurnal Wacana Poalitik, Vol. 3, No. 1, 2018



Kabupaten Seluma melihat keterwakilan perempuannya sangat rendah dan
tidak memenuhi kuota 30% terkait kebijakan yang menghasilkan manfaat dari
implementasi kebijakan. Adapun persamaan dengan penelitian yang akan
diteliti yaitu mengkaji mengenai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum. Perbedaanya yaitu hasil dan pembahasan
penelitiannya bahwa penelitian yang akan diteliti akan mengkaji bagaimana
efektivitas pelaksanaan undang-undang tersebut tentunya dengan
menggunakan teori efektivitas hukum.®

5. Pendlitian Tanti Setia Ningrum, Philips A. Kana, dan Riastri Haryani,
“Analisis Yuridis Keterwakilan Perempuan Dalam Pengisian Keanggotaan
Parlemen Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia (Studi Terhadap
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik). Metode
penelitian menggunakan bentuk penelitian deskriptif analitis dengan
pendekatan yuridis normatif dan didukung dengan pendekatan yuridis
empiris. Kesimpulannya yaitu bahwa pelaksanaan ketentuan 30%
keterwakilan perempuan dalam pemilihan umum legidatif DPR RI tahun
2014-2019 sudah cukup terimplementasi, namun dalam pelaksanaannya
belum maksimal. Persamaan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu sama-
sama membahas mengenai keterwakilan perempuan dalam parlemen.
Adapun perbedaanya yaitu di penelitian terdahulu mengkaji Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, sedangkan penelitian yang akan

18Rekho Adriadi, dkk, “Analisis Keterwakilan Perempuan Di DPRD Seluma (Studi
Implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu”, Jurnal Manajemen Publik
& Kebijakan Publik, Vol. 1, No. 1, 2019
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diteliti yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan
Umum.*
E. Kerangka Teori
Kerangka teori yaitu uraian ringkasan mengenai teori yang digunakan
dalam menjawab pertanyaan penelitian. Supaya penelitian ini lebih terarah dan
tepat maka kerangka teori ini sebagai landasan berfikir yang mendapatkan
konsep yang benar dan tepat dalam penyusunan penelitian ini yaitu sebagai
berikut:
1. Definis Gender
Gender merupakan “suatu konsep budaya yang berupaya membuat
pembedaan (distinction) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan
karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang
dalam masyarakat”.®> Gender seringkali diartikan jenis kelamin, padahal
sebenarnya gender bisaterjadi baik untuk laki-laki dan juga perempuan.
Ada beberapa definisi gender yang dikutip dari buku Rasyidin dan
Fidhia Arumi, sebagai berikut:
Menurut Ann Oakley, ia mendefinisikan gender sebagai “konstruksi
sosial atau karakter yang dipergunakan pada manusia untuk dibangun oleh

kebudayaan manusia itu sendiri”’. Menurutnya, gender merupakan perbedaan

14penelitian Tanti Setia Ningrum, dkk “Analisis Yuridis Keterwakilan Perempuan Dalam
Pengisian K eanggotaan Parlemen Dalam Perspektif Hukum Tata NegaraIndonesia (Studi Terhadap
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik), Jurnal Krisna Law, Val. 2, No. 1,
2020

15 Alfian Rokhmansyah, “Pengantar Gender dan Feminisme”, (Yogyakarta: Garudhawaca,
2016), him. 1

16 Rasyidin dan Fidhia Aruni, “Gender dan Politik, Keterwakilan Wanita Dalam Politik”,
(Lhokseumawe: UNIMAL PRESS, 2016), him. 7
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terhadap manusia dimana bukan secara biologis maupun kodrat Ilahi, akan
tetapi gender merupakan perbedaan tindakan atau perilaku baik laki-laki
maupun perempuan dalam masyarakat. Gender bukanlah ketentuan sakral,
tetapi gender dibuat oleh manusia baik dari proses sosial maupun budaya
dalam jangka panjang.

Saparinah Sadli berkeyakinan bahwa gender adalah “hasil konstruksi
sosial yang meliputi dari sifat, sikap, dan perilaku seseorang yang dapat
dipelgari sehingga sesuai dengan perempuan maupun laki-laki yang
kesemuanya ditentukan oleh lingkungan yang dibentuk berbasis sosial dan
budayanya”. Beliaupun menegaskan bahwa adanya diskriminasi mengenai
perempuan merupakan pelanggaran HAM terutama HAM perempuan. Oleh
karena itu, pemberdayaan perempuan sangat diperlukan karena hal tersebut
men;j adikan kaum perempuan bisa memperjuangkan hak-hak yang selamaini
tidak mereka miliki.

Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia (2001),
mengemukakan bahwa gender adalah “peran sosial yang dikonstruksikan
oleh masyarakat”. Oleh karena itu, baik laki-laki maupun perempuan yang
harus melaksanakannya, maka harapan dari masyarakat kedua belah pihak
dapat dilaksanakan secara efektif. Pernyataan dari Hillary M. Lips, gender
adalah “sebagai harapan budaya baik untuk laki-laki maupun perempuan”.
Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000,

gender adalah konsep dimana tertuju pada peran serta tanggungjawab baik
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laki-laki maupun perempuan sebagai dampak dari budaya dan bisa berubah
sesual Situasi dan kultur masyarakat dalam suatu negara.’”
Sifat, Peran, Ranah berdasarkan gender sebagai berikut:

Sifat gender merupakan sifat maupun perilaku dimana diharapkan baik
laki-laki maupun perempuan yang didasarkan padanilai-nilai sosial, kultural
atau budaya, serta norma atau aturan masyarakat pada waktu tertentu.
Sedangkan yang dimaksud peran gender yaitu apa yang seharusnya, boleh
atau tidaknya yang harus dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan sesuai
dengan nilai-nilai sosial, kultura atau budaya, serta aturan pada waktu
tertentu. Ranah gender merupakan ruang dimana laki-laki maupun
perempuan dalam melaksanakan perannya. Jadi, ranah tersebut yang
membedakan baik domain domestik maupun domain publik yang manaranah
domestik merupakan domain yang ada di area keluarga sedangkan domain
publik merupakan area umum dengan efisiensi kerja dan ekonomi yang
tinggi. Budaya patriarki merupakan sebuah system struktur sosial yang pada
prakteknyadi dominasi oleh kaum laki-laki. Laki-laki dianggap kuat sehingga
dianggap lebih cocok untuk terjun di dunia politik, lain hal nya dengan
perempuan yang dianggap lemah.®

2. Efektivitas Hukum
Istilah teori efektivitas hukum berasal dari terjemahan bahasa Inggris,

yaitu effectiveness of the legal theory, bahasa Belanda disebut dengan

7 |bid, him. 7-8
18 Siti Azisah, dkk, “Kontekstualisasi Gender, Islam dan Budaya™”, (Makassar: ‘Seri
Kemitraan Universitas Masyarakat (KUM) UIN Alauddin Makassar, 2016°), him. 6-7
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effectiviteit van de juridische theorie, bahasa Jermannya, yaitu wirksamkeit
der rechtlichen theorie.® Efektivitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
merupakan “tugas untuk memantau atau suatu keadaan yang menunjukkan
tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan yang diukur dengan
kualitas, kuantitas, dan waktu, sesuai dengan yang telah direncanakan
sebelumnya.”® Kata Efektivitas merupakan kata dari asal efektif yang
mempunyai makna yaitu dicapainya keberhasilan apa yang menjadi tujuan
yang telah ditetapkan. Efektivitas dihubungkan antara hasil yang diinginkan
dengan hasil yang dicapai pada reditanya. Efektivitas merupakan
“kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau
misi) daripada suatu organisasi atau sgjenisnya yang tidak adanya tekanan
atau ketegangan diantara pelaksanaannya”.?

Mengutip dari Ensiklopedia administrasi?, pemahaman mengenal
efektivitas yaitu:

“Efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian
mengenai terjadinyasuatu efek atau akibat yang dikehendaki, kal au seseorang
melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang
dikehendaki. Maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan atau

mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki.”

®Marwan Mas, “Pengantar llmu Hukum”, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), him.82

2 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Edisi Keempat, (Jakarta: Departemen
Pendidikan Nasional, Gramedia Pustaka Utama, 2011), him. 284

2L Sabian Usman, “Dasar-Dasar Sosiologi”, (Y ogyakarta: Pustaka Belgjar, 2009), him. 12

22 http://tesisdisertasi /teori-efektivitas.html, diakses pada 22 Oktober 2021
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3. Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia mengenai Hak Politik

Perempuan.

Perundang-undangan yang berbicara mengena hak politik perempuan,
diantaranya sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;

b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan;

c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 yang tel ah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik;

d. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum
Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang terakhir diganti dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR,
DPD, dan DPRD;

e. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

4. Keterwakilan Perempuan
Keterwakilan perempuan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun

1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pasal 46 dapat memperoleh penjelasan

tentang keterwakilan perempuan.? Diartikan bahwa keterwakilan perempuan

adalah pemberian kesempatan dan kedudukan yang sama bagi perempuan
untuk melaksanakan perannya dalam bidang eksekutif, yudikatif, dan
legidlatif, kepartaian, dan pemilihan umum menuju keadilan dan kesetaraan

gender.?*

2 Lihat Pasal 46 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
%Astrid Anugrah, “Keterwakilan Perempuan dalam Politik”, (Jakarta: Pancuran Alam.
2009), him. 28
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5. Peran Perempuan Dalam Politik

Politik merupakan suatu kegiatan dalam suatu sistem politik yang
kaitannya dengan proses menentukan tujuan dari sistem tersebut dan
melaksanakan tujuan itu.”> Peran perempuan dalam politik ini berarti
keikutsertaan perempuan dalam mengambil suatu keputusan yang dapat
mempengaruhi  kehidupan melingkupi  dimensi  kehidupan dalam
bermasyarakat. Oleh karena itu, peran perempuan di era globa ini sangat
penting dan diperlukan untuk mampu mengubah paradigma pembangunan
yang bisa mendorong upaya perubahan menuju arah yang jauh lebih baik dan
bermanfaat.?

Jadi, prinsip dari politik dapat mencakup berbaga masalah dalam
segda bidang kehidupan dimana perempuan akan selau terlibat.
Kekutsertaan perempuan di dalam ranah politik tidak bermaksud
menj atuhkan ataupun mengambil/merebut kekuasaan daripada laki-laki akan
tetapi bermaksud supaya dapat menjadi partner setara untuk laki-laki.?”

Peran perempuan dalam politik dalam Islam yaitu mengenai kewajiban
kerjasama laki-laki dan perempuan dalam segala bidang kehidupan yang

digambarkan dengan mengerjakan yang ma’ruf dan mencegah yang mungkar

% Nihayatul Masykuroh, “Wanita dan Politik’, (Banten: CV. Media Karya Kreatif, 2020),
him. 41

% Djazimah Mugoddas, “Kontrovers Hakim Perempuan Pada Peradilan Islam Di
Negara-Negara Muslim”, (Jogjakarta: LKiS Y ogyakarta, 2011), hal. 98-99

27 Liky Faizal, “Perempuan dalam Politik (Kepemimpinan Perempuan Perspektif al-
Qur’an)”, Jurnal “TAPIs, 2016, Volume. 12, Nomor. 1, him.94-95
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yang mencakup segala bidang kehidupan termasuk bidang politik dengan
mengadakan musyawarah.?
6. Hak Perempuan Dalam Politik
Hak yang dimiliki oleh perempuan dalam politik salah satunya tertera

dalam Q.S At-Taubah (9) ayat 71.

..... | .
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“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian

mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka

menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang mungkar,
mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat kepada Allah
dan Rasul-Nya, mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah;

Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.?

Ayat tersebut sebagai gambaran mengenai kewagjiban melakukan
kerjasama antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan
yang disiratkan dengan kalimat menyuruh mengerjakan yang ma’ruf dan
mencegah yang mungkar.

Kekutsertaan antara perempuan dan laki-laki mengenai ayat tersebut
tidak dapat disangkal, sebagaimana tidak pula dapat dipisahkan kepentingan
perempuan dari kandungan sabda Nabi Muhammad SAW:

“Barang siapa yang tidak memperhatikan kepentingan (urusan) kaum
muslim, maka ia tidak termasuk golongan mereka”.

2 Nihayatul Masykuroh, op.cit, him. 95-97
2Lihat pada Q.S At-Taubah (9) ayat 71
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Kepentingan (urusan) yang dimaksud mencakup segala bidang
kehidupan termasuk bidang politik.

Dari sis lain, Al-Qur’an juga mengajak umatnya (laki-laki dan
perempuan) untuk bermusyawarah guna memutuskan sesuatu urusan. Hal ini
membuktikan bahwa adanya hak berpolitik bagi laki-laki dan perempuan.®
. Perempuan dan Kepemimpinan Publik

Kepemimpinan adalah inti dari sebuah organisasi karena sebagal
penggerak dari sumber dan alat lainnya dalam organisasi. Menurut Miftah
Thoha (2003:9) Kepemimpinan adalah “kegiatan untuk mempengaruhi
perilaku orang lain atau seni mempengaruhi perilaku manusia baik
perorangan maupun kelompok”. Publik sendiri artinya orang banyak atau
umum (Poerwadarminta, 1990). Mengenai perempuan dalam kepemimpinan
publik dapat diartikan perempuan yang mempunyai peran sebagai pemimpin

dalam jabatan publik.3

F. Metode Pendlitian
Pada penelitian ini akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Pendlitian dan Pendekatan

Pada penelitian ini jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian

yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan mengkaji

%0 Nihayatul Masykuroh, op.cit, him. 28-30

8L Lita Mewengkang, “Peranan Kepemimpinan Perempuan dalam Jabatan Publik (Studi Pada

Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan”, him. 3-4
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ketentuan hukum yang berlaku dan dikaitkan dengan apa yang terjadi di
kehidupan masyarakat.*

Mengenai pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang dimaksudkan untuk memahami
fenomena mengenai apa sgja yang dialami oleh subjek dalam penelitian ini,
sehingga menghasilkan data deskriptif baik berupakatatertulis dan lisan dari
orang dan perilaku yang dapat diamati.*

Jadi, peneliti akan turun langsung ke objek/tempat penelitian. Penulis
akan mengamati seluruh kegiatan di kantor DPRD Kabupaten Pekal ongan.
Penulis berharap dengan jenis ini supaya data dan hasil penelitian yang
diperoleh sesuai/memenuhi kondisi di lapangan sertaakan diamati bagaimana
situas yang ada serta melaksanakan wawancara yang ditujukan ke
narasumber tentang Efektivitas pelaksanaan UU No. 7 Tahun 2017 Terhadap
Hak Politik Perempuan Pada Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan Periode
2019-2024 dengan itu peneliti berharap dapat mendeskripsikan dari
pengamatan tersebut.

2. Lokas Pendlitian

Pengertian dari lokas penelitian adalah tempat dimana objek

penelitian dapat ditemukan.** Pada penelitian ini dilaksanakan di Kantor

DPRD Kabupaten Pekalongan Jalan Alun-Alun UtaraNomor 2, Tanjungsari,

%2Bambang Waluyo, “Penelitian Hukum Dalam Praktek”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004),
him. 15-16

33Eri Barlian, “Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif”, (Padang: Sukabina Press,
2016), him. 52

% |shag, “Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi”,
(Bandung: Alfabeta, 2017), him. 71
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Kecamatan Kagen, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah 51161. Sehingga
informasi yang didapat, mewakili keseluruhan informasi yang dibutuhkan.
3. Sumber Data Penelitian

a. Sumber data primer, yaitu sumber data utama yang berkaitan langsung
dengan objek yang diteliti yang digunakan untuk keperluan bahan
penelitian. Sumber yang dimaksud yaitu: 1) Peraturan perundang-
undangan yang terkait dengan judul penelitian, yaitu Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dan 2) diperoleh dengan
cara interview dari narasumber secara langsung di lapangan dengan cara
mewawancarai narasumber yang mempunya karakteristik dalam
penelitian ini mengenai hak politik perempuan yaitu anggota DPRD
Kabupaten Pekalongan Periode 2019-2024 dengan ini informan yang
dianggap mewakili yaitu anggota DPRD Perempuan Kabupaten
Pekalongan periode 2019-2024.%

b. Sumber Data Sekunder, yaitu sumber data yang dikumpulkan dalam
penelitian kepustakaan, yaitu sumber yang erat hubungannya dengan
sumber primer yang dapat digunakan menganalisa permasalahan yang
berfungsi sebagal pelengkap dari sumber hukum primer. Sumber data
sekunder yang dimaksud yaitu: 1) Buku-buku yang membahas tentang
hukum serta buku yang berkaitan dengan penelitian, 2) Jurnal ilmiah,

skripsi, makal ah, dokumen atau arsip dan bahan lain dalam bentuk tertulis

%Bambang Sunggono, “Metodologi Penelitian Hukum”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
1998), him. 15
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yang relevan dengan penelitian, 3) bahan acuan lainnya, seperti berita-
berita maupun artikel, baik berupa media cetak atau media elektronik.
4. Instrumen Pengumpulan Data
Instrumen penelitian merupakan aat yang digunakan dalam
mengumpulkan berbagai data dan informasi penelitian. Jadi, instrumen yang
digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah alat tulis (buku, pulpen),
camera, handphone yang digunakan untuk merekam.
5. Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:
a. Wawancara
Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara
melakukan tanya jawab kepada pihak informan yang memiliki
pengetahuan atau wawasan seputar masalah yang ditditi. Jadi, disini
peneliti mewawancarai 12 anggota perempuan DPRD Kabupaten
Pekalongan dan 1 orang anggota DPRD laki-laki untuk mewakili sudut
pandang lainnya.®’
b. Dokumentasi
Dokumentas adalah teknik pengumpulan data studi pustaka,
menelaah buku atau referensi, jurnal, data dari internet dan dokumen-

dokumen penting serta laporan yang menyangkut dengan objek

3 Jonathan Sarwono, “Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif”’, (Y ogyakarta: Graha
I1mu, 2006), him. 17

37 Salim dan Syahrum, “Metodologi Penelitian Kualitatif”, (Bandung: Citrapustaka Media,
2012), him. 119
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penelitian.® Metode ini digunakan guna memperoleh data atau
dokumentasi baik dari kantor DPRD Kabupaten Pekalongan maupun
literatur yang berkaitan dengan objek dalam penelitianini.
6. Analisis Data

Analisis data yaitu tahap penting dalam proses penelitian karena pada
tahap ini semua pertanyaan akan terjawab. Analisis data merupakan proses
menganalisa data yang didapatkan dari interview (wawancara), pencatatan
ketika di lapangan, serta dokumentasi, yang selanjutnya di uraikan dan di
telaah mana yang masuk ke poin-poin yang akan diteliti sehingga mudah di
pahami oleh semua orang.*

G. Sistematika Penulisan

Peneliti akan memberikan deskripsi mengenai isi dari penelitian ini dengan
sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab | Pendahuluan. Pada bab ini diceritakan mengena latar belakang,
rumusan permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka,
kerangkateori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab Il Tinjauan Teoritis. Bab ini merupakan bab dimanaakan dihantarkan
kepada pembahasan, maka akan dijel askan tentang teori efektivitas hukum, hak
politik perempuan, peraturan perundang-undangan mengenai hak politik

perempuan

%Ma’ruf Abdullah, “Metodologi Penelitian Kuantitatif”, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo,
2015), him. 255
%Bachtiar, “Metode Penelitian Hukum”, (Pamulang: UNPAM PRESS, 2018), him. 163-164
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Bab Il Gambaran Umum Lokas Penelitian. Bab ini akan menjelaskan
tentang gambaran umum lokasi penelitian yaitu meliputi: Profil Anggota DPRD
Kabupaten Pekalongan Periode 2019-2024, Struktur DPRD Kabupaten
Pekalongan Periode 2019-2024, dan Pimpinan DPRD Kabupaten Pekalongan
Dari MasaKe Masa.

Bab IV Hasil Penelitian dan Analisis. Bab ini mengenal analisis, pendliti
akan menjelaskan Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 Di DPRD Kabupaten Pekalongan Periode 2019-2024 dan Implikasi
Perempuan Dalam Parlemen Terhadap Kebijakan Terkait Perempuan.

Bab V Penutup. Jadi bab ini akan beris mengenai kesimpulan dari

keseluruhan pembahasan serta saran-saran yang berkaitan dengan penelitian ini.



BAB V
PENUTUP
A. Kesmpulan
Berdasarkan hasil dan pembahasan yang dikemukakan sebelumnya, maka
dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan
Umum yang berbicara mengena keterwakilan 30% dalam politik belum
efektif. Keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Pekalongan periode
2019-2024 ada 12 orang yang artinya hanya mencapai 24%. Belum adanya
kesadaran bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam politik bagi perempuan
di Kabupaten Peka ongan karena ada faktor-faktor yang menjadi penghambat
dan budaya patriarki yang masih melekat itu menjadikan keterwakilan
perempuan di DPRD Kabupaten Pekal ongan tidak mencapai 30%.

2. Rendahnya keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Pekalongan akan
berpengaruh terhadap isu kebijakan yang dihasilkan terkait kesetaraan gender
dan masalah-masalah utama yang dihadapi oleh perempuan. Pentingnya
perempuan berkiprah di ranah politik yaitu untuk bisa menyuarakan apayang
menjadi hak-hak rakyat terutama hak perempuan. Untuk meningkatkan
partisipasi perempuan dalam politik tentunya perlu adanyaupaya atau strategi
yang kuat untuk mendorong tercapainya kuota 30% keterlibatan perempuan

di parlemen serta mengikis ketimpangan gender dalam politik.
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B. Saran
Dari pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka
penulis mencoba memberikan saran yang kiranya dapat memberikan kontribusi
berkaitan dengan penelitian ini.

1. Bagi Komisi Pemilihan Umum diharapkan agar menegakan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dengan baik dan perlu
dinamika terus menerus sesuai dengan perkembangan zaman supaya
mendorong kesadaran masyarakat khususnya perempuan untuk berpartisipasi
dalam politik.

2. Diharapkan untuk partai politik yang akan menjadi peserta dalam Pemilihan
Umum memperhatikan keterwakilan 30% perempuan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Dalam memilah
dan memilih perempuan yang akan dijadikan sebagai calon diharapkan bisa
memilih perempuan yang memang mempunyali kemampuan dan SDM nya
supaya bukan hanya menjadi votegetter (kandidat tambahan untuk
pemenuhan kuota perempuan) sga hamun menjadi  fighter yang

sesungguhnya.
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